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KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa 

yang telah melimpahkan berkat dan kasih-Nya sehingga Penulis dapat 

menyelesaikan dengan tepat waktu Laporan Aksi Perubahan yang 

berjudul “Optimalisasi penyusunan Draft SK Penetapan Aplikasi 

menggunakan template di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi  

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.” 

Laporan Aksi Perubahan ini merupakan laporan akhir dalam 

rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Tahun 2021 

pada Pusat Pendidikan dan Pelatihan Sekretariat Jenderal DPR RI. 

Implementasi kepemimpinan melayani telah dipraktekkan dalam 

pelaksanaan aksi perubahan khususnya maupun dalam pelaksanaan 

tugas sehari-hari pada laboratorium kepemimpinan di unit kerja. Seluruh 

rentetan proses aksi perubahan dari latar belakang masalah hingga 

terwujudnya inovasi pada milestones jangka pendek, bahkan sampai 

kepada upaya keberlanjutan untuk milestones jangka menengah telah 

tersaji dalam laporan ini. 

Berdasarkan tugas yang di berikan oleh Kepala Pusat Teknologi 

informasi untuk menyelesaikan penetapan terhadap 134 Aplikasi yang 

telah di bangun oleh Pusat Teknologi Informasi, maka Penulis 

menggagas ide terobosan yaitu membuat Draft Template SK Penetapan 

Aplikasi dengan target jangka Pendek terdapatnya Template SK 

Penetapan Aplikasi dan Pedomannya. Tujuannya yaitu agar 

kelengkapan administrasi SK Penetapan aplikasi atas setiap Aplikasi 

yang telah di bangun  oleh Pustekinfo dapat tercapai secepatnya. Hal ini 

dapat meningkatkan kinerja Pustekinfo yang dapat menyajikan data 
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yang lengkap dan akurat terkait Aplikasi yang ada. 

Dalam rangka memberikan kontribusi terbaik dari kinerja 

Subbagian TU Pustekinfo, Penulis mengharapkan kritik dan saran yang 

bersifat membangun agar Laporan Aksi Perubahan ini dapat 

ditingkatkan dan disempurnakan menjadi lebih baik lagi. Tidak lupa 

Penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan 

maupun kekurangan didalam penulisan Laporan Aksi Perubahan ini. 

Pada akhirnya, Laporan Aksi Perubahan ini dapat selesai karena 

mendapat dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, Penulis 

mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada : 

1. Allah SWT, yang memberikan kesabaran dan kekuatan, serta 

kesehatan lahir maupun batin, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan seluruh materi pembelajaran PKP Tahun 2021 dan 

menyusun Laporan Aksi Perubahan. 

2. Bpk. Djaka Dwiwinarko selaku Kepala Pusat Teknologi Informasi 

Sekretariat Jenderal DPR RI yang memberikan dukungan penuh 

kepada Penulis untuk melaksanakan ide terobosan dalam rangka 

meningkatkan kinerja pelayanan Sub TU Pustekinfo. 

3. Ibu Anita Handayaniputri, ST.MT.., selaku Mentor yang memberikan 

semangat, bimbingan dan arahan selama proses pelaksanaan Aksi 

Perubahan. 

4. Bapak JuhartonoS.Sos. Kepala Bidang SIITI, yang memberikan 

bimbingan dan bantuan SDM selama Proses Pelaksanaan Aksi 

Perubahan. 

5. Bpk Dr.Haryanto,S.Pd, selaku Coach yang telah membimbing, 

mengarahkan dan memberikan motivasi selama proses penyusunan 

Laporan Aksi Perubahan. 

6. Teman-teman Pranata Komputer, Analis Hukum, Legal Drafter, TU 
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Pustekinfo , teman-teman PKP Angkatan IV Tahun 2021 tercinta 

yang telah memberikan masukan dan saran serta ikut menjalankan 

proses pelaksanaan Aksi Perubahan. Penulis sangat 

mengharapkan, semoga Laporan Aksi Perubahan ini dapat 

bermanfaat bagi pembacanya. 

Jakarta,   November  2021 

Penulis, 

 

Aan Andrianih,SH.MH 
197709012002122002 
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BAB I 

DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN 

A. Membangun Integritas 

 

Integritas dapat didefinisikan sebagai kesesuaian antara hati, ucapan, 

dan tindakan. Dengan memiliki integritas yang kokoh maka diharapkan akan 

memiliki kemampuan untuk senantiasa memegang teguh prinsip-prinsip moral 

dan menolak untuk mengubahnya walaupun kondisi dan situasi yang dihadapi 

sangat sulit, serta banyak tantangan yang berupaya untuk melemahkan prinsip-

prinsip moral dan etika yang dipegang teguh. Aksi perubahan ini mengarahkan 

agar seorang pemimpin memiliki integritas dan akuntabilitas melalui 

pentahapan kerja dimana setiap langkah dan tahapan kegiatan dituntut untuk 

menyajikan bukti-bukti yang valid melalui proses kepemimpinan. Karena proses 

kepemimpinan ini akan membuat suatu inovasi yang mampu memperbaiki 

kinerja dan tata kelola organisasi maka terdapat serangkaian proses melalui 

sejumlah tahapan. Dalam setiap tahapan kegiatan seorang pemimpin dituntut 

untuk menciptakan langkah-langkah strategis dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan pokok, dengan harapan apa yang akan dikerjakan bersama tim dapat 

membawa perubahan ke arah yang lebih baik dengan menerapkan prinsip-

prinsip kepemimpinan.  

Beberapa kegiatan yang berorientasi membangun integritas dalam 

melaksanakan aksi perubahan di lingkungan unit kerja diantaranya: 

a. Memberikan contoh dan keteladanan, Sebagai Project Leader Aksi 

Perubahan Penulis berkomitmen untuk memberikan contoh yang baik 

dalam melakukan segala aktifitas. Prinsip lead by example, yaitu 

melakukan keteladanan dalam bekerja selalu dikedepankan oleh Project 

Leader agar anggota tim dapat ikut tergerak bekerja dengan cepat, 

profesional, dan memenuhi target-target kinerja yang telah ditetapkan. 

b. Membangun komitmen bersama, terkait pembangunan komitmen bersama 

project leader berusaha untuk bersikap sama rasa dengan tim, berada di 

tengah-tengah tim turut berusaha bekerja keras dan menjadi motivator 



 

2 | P a g e  
 

yang membangun semangat. Project leader aktif memberikan informasi 

penting, arahan, saran, dan pendapat demi terwujudnya template draft SK 

penetapan aplikasi, agar mendapatkan hasil yang maksimal. 

c. Bekerja dengan jujur, kejujuran adalah awal dari ketercapaian efisiensi dan 

efektivitas. Jika kejujuran ini terus dibangun maka akan terbentuk figur-

figur yang dapat dipercaya, masyarakat atau pemangku kepentingan akan 

menaruh hormat, akan memberikan kesan positif terhadap layanan yang 

dilandasi dengan suatu kejujuran. Maka langkah yang dicoba oleh project 

leader adalah dengan membangun komitmen dalam menjalankan aksi 

perubahan agar tujuan dari organisasi untuk menyediakan data yang 

akurat dan akuntabel dapat terealisasikan dengan baik. 

d. memiliki tujuan yang jelas, seorang pemimpin yang baik  mampu 

memberikan tujuan yang jelas di dalam misi yang sedang dilakukan. 

Dalam hal ini project leader berusaha menjelaskan kepada staff dan 

mengomunikasikan kepada tim efektif dan menentukan perioritas  

pentingnya adanya aksi perubahan yang sedang dilaksanakan.  

e. membangun sebuah tim efektif yang solid melalui rasa saling percaya, 

seorang pemimpin harus terlebih dahulu mencontohkan bahwa mereka 

memiliki kepribadian yang layak untuk diikuti oleh anggota tim yang lain 

karena dengan menjadi tauladan yang baik dapat menumbuhkan  

kepercayaan terhadap kepemimpinan. Di sinilah mulai terbangun integritas 

tim melalui contoh seorang pemimpin yang baik. Tim efektif dibangun 

berdasarkan integritas atas keinginan mencapai kebaikan dan kemajuan 

organisasi dengan menempatkan peran yang sesuai dengan keahlian dan 

peranannya, maka dari itu disusunlah rincian tugas  yang  ditegaskan dan 

ditetapkan kepada anggota tim efektif. Hal ini dilakukan agar capaian aksi 

perubahan ini berhasil melalui tahapan-tahapan kegiatan dan      setiap 

anggota tim efektif dapat  memahami tugas dan perannya masing-masing. 

Kepemimpinan ini diharapkan dapat mendorong dan melahirkan 

terbangunnya integritas dengan baik dengan tingkat akuntabilitas yang perlu 
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terus dikembangkan sehingga menghasilkan mekanisme kerja yang 

memudahkan dan dapat mempercepat target pekerjaan.  

 

B. Pengelolaan Budaya Pelayanan 

Berkaitan dengan upaya melakukan aksi perubahan pelayanan publik 

melalui Optimalisasi penyusunan Draft SK Penetapan Aplikasi dengan 

Template, maka perlu di tumbuhkembangkan budaya pelayanan publik 

khususnya di Pusat teknologi informasi hal ini dimaksudkan agar aksi 

perubahan dapat di laksanakan secara efektif dan efisien sehingga kinerja 

pelayanan publik di Pustekinfo dapat dicapai secara optimal. 

Beberapa upaya yang telah dilakukan untuk menumbuhkan budaya 

pelayanan antara lain sebagai berikut: 

a. budaya kerja yang berusaha Project Leader tanamkan adalah berpikir 

kreatif, menciptakan inovasi dengan menghasilkan produk baru, atau 

metode baru, konsep-konsep baru untuk menjawab kebutuhan organisasi. 

Pola pikir kreatif dan bergerak lincah (agile mindset) merupakan suatu 

kebiasaan yang diperlukan untuk era industri 4.0 yang serba cepat untuk 

menciptakan pelayanan yang optimal. 

b.    Amanah, orang/pegawai yang amanah berusaha untuk menyelesaikan 

pekerjaan sesuai dengan target yang direncanakan. Mereka akan fokus 

untuk menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan tugas dan perannya. 

Mereka tidak akan melakukan penyimpangan karena setiap langkah 

penyimpangan yang dibuat akan mengubah target capaian. Maka dalam 

melakukan pelayanan budaya amanah perlu diciptakan dengan sebaik 

mungkin melalui pembiasaan dan disiplin kerja yang senantiasa dibangun.  

c.  kejujuran adalah awal dari ketercapaian efisiensi dan efektivitas. Jika 

kejujuran ini terus dibangun maka akan terbentuk figur-figur yang dapat 

dipercaya, masyarakat atau pemangku kepentingan akan menaruh hormat, 

akan memberikan kesan positif terhadap layanan yang dilandasi dengan 

suatu kejujuran. Maka langkah yang dicoba oleh leader adalah dengan 

membangun komitmen dalam menjalankan aksi perubahan agar tujuan dari 
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organisasi untuk menyediakan data yang akurat dan akuntabel dapat 

terealisasikan dengan baik.  

Oleh karena itu langkah inovasi dalam aksi perubahan ini diharapkan 

dapat menjadi pemicu untuk pengembangan dalam membangun integritas dan 

akuntabilitas dengan harapan akan semakin inovatif ke depan dan tata kelola 

yang inovatif diharapkan mampu mendorong terwujudnya efisiensi dan 

efektivitas dalam melaksanakan pekerjaan  serta terwujudnya pelayanan yang 

semakin berkualitas. 

 

C. Pengelolaan Tim 

Dalam penyelesaian aksi perubahan di butuhkan SDM yang menjadi 

pendukung untuk keberhasilan aksi perubahan. Agar aksi perubahan berjalan 

dengan baik perlu adanya pengelolaan tim kerja, baik dari tugas maupun 

peranannya, dengan harapan hasil  akhir aksi perubahan dapat terlaksana 

dengan baik.  

Tim efektif disusun berdasarkan kebutuhan untuk menjalankan Aksi 

Perubahan dalam penyusunan Template SK Penetapan Aplikasi serta Draft SK 

Penetapan Aplikasi. Dengan  di terbitkannya surat tugas tim efektif optimalisasi 

penyusunan draft SK Penetapan Aplikasi dengan template Nomor: 

DI/149/SETJEN DPR RI/09/2021,..\SURAT TUGAS\SURAT TUGAS .pdf diharapkan 

dapat menjadi dasar tim dalam melaksanakan perannya di aksi perubahan ini. 

Berikut susunan anggota tim Efektif di gambarkan dalam bagan di 

bawah ini: 

../SURAT%20TUGAS/SURAT%20TUGAS%20.pdf
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Dalam melaksanakan aksi perubahan project leader membagi tugas tim efektif 

berdasarkan kompetensi dan keahliannya masing-masing, pembagian tugas 

dapat di lihat pada bagan di bawah ini. 
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dengan adanya pembagian tugas yang di sesuaikan dengan kompetensi dan 

keahlian masing-masing masing anggota tim efektif, pembagian tugas dan 

kewenangan ini bertujuan agar tidak tejadinya tumpang tindih tugas dalam 

pelaksanaan aksi perubahan. 

Tim efektif sebagaimana di gambarkan dalam bagan di atas terdiri dari 

kepala Bidang Sistem informasi  dan infrastruktur Teknologi Informasi, Kasubag 

Pertimbangan dan advokasi Hukum, Pranata Komputer, Legal Drafter, pegawai 

bagian hukum, dan pegawai di sub bagian TU Pustekinfo. Pelibatan pegawai 

dari lintas bagian ini dapat menjadi wujud sinergitas dalam implementasi aksi 

perubahan, juga menjadi strategi komunikasi dalam upaya pergeseran kuadran 

stakeholder. 
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Berdasarkan kuadran  stakeholder yang telah di petakan project leader  

di kuadran Defenders yaitu analis hukum, legal Drafter dan TU Pustekinfo  

Selain sebagai PNS Setjen DPR RI, kepentingan para stakeholder di kuadran 

Defenders memegang peranan penting dalam keberhasilan penyusunan 

Template draft SK Penetapan Aplikasi dan  SK penetapan Aplikasi, 

kemampuan dalam bidang hukum (analis hukum), mendrafting SK (Legal 

Drafter), dan terkait administrasi persuratan (TU Pustekinfo), ketiga unsur 

bersama-sama berkolaborasi dengan dinamis untuk menunjang kelancaran 

penyusunan  template draft SK penetapan aplikasi dan draft SK Penetapan 

Aplikasi.  Secara tugas pokok dan fungsinya, stakeholder di kuadran ini 

memiliki kekuatan yang kecil namun kepentingan tinggi terhadap keberhasilan 

aksi perubahan. Sedangkan stakeholders pada kuadran Apathetic yang 

termasuk di dalamnya PNS Sekretariat Jenderal DPR RI dan PPNASN di 

Lingkungan Pustekinfo dapat ditingkatkan kepentingannya karena memiliki 

kebutuhan atas  template SK Penetapan Aplikasi pada unit kerjanya masing-

masing.  

Dengan pelibatan dalam tim efektif, pendekatan  komunikasi yang intens 

mengenai pentingnya Aksi perubahan, dan seberapa besar  manfaat inovasi 

bagi DPR RI, sehingga meningkatkan dukungan  dari seluruh stakehoders 

defenders, dan apathetics yang bergeser ke stakeholders promoters, sehingga 

tergambar dalam bagan berikut:  
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Stakeholders Sebelum Laporan Aksi perubahan 

 

Pergeseran stakeholders defenders dan aphatetics menjadi 

Promoters berdasarkan uraian sebagimana di jelaskan pada alinea 

sebelumnya. 

 



 

9 | P a g e  
 

BAB II 

DESKRIPSI HASIL KEPEMIMPINAN 

A. Capaian dalam Penyusunan Template SK Penetapan Aplikasi  

 

Aksi Perubahan yang memiliki tujuan utama memudahkan dan 

mempercepat dalam penyusunan penetapan atas setiap Aplikasi yang 

telah di bangun oleh Pusat Teknologi Informasi dalam bentuk 

Optimalisasi Penyusunan Draft SK Penetapan Aplikasi Dengan 

Template di Lingkungan Pusat Teknologi Informasi Sekretariat Jenderal 

DPR RI  yang di laksanakan dalam kurun waktu 2 bulan ( 22 

September sampai dengan 22 November 2021). Berikut capaian output 

yang telah project leader kerjakan dalam rangka perbaikan kinerja 

organisasi 

a. Telah tersusunnya template draft SK penetapan Aplikasi; 

b. Telah tersusunnya Pedoman Penyusunan draft SK penetapan 

aplikasi; 

c. Telah di tersusunnya beberapa draft SK Penetapan Aplikasi, dan 

telah di tandatanganinya  SK penetapan aplikasi atas 5 Aplikasi 

yang dimiliki Pustekinfo; 

d. Telah terintegrasinya template draft SK penetapan Aplikasi di dalam 

Portal Pegawai yang dapat di akses di dalam laman 

https://portal.dpr.go.id/login. 

e. Telah di manfaatkannya template draft SK penetapan Aplikasi oleh 

stakholders lainnya. 

 

Pencapaian output atas perbaikan kinerja organisasi sebagaimana telah  

dijabarkan sebelumnya merupakan capaian yang ada di milestone 

jangka pendek dan jangka menengah, yang akan di uraikan 

berdasarkan tahapannya sebagai berikut:  
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Tahap I: Persiapan Perencanaan Aksi Perubahan 

Kegiatan yang dilaksanakan Pada tahap persiapan diantaranya 

Konsultasi dengan mentor tentang pembentukan Tim efektif, dan 

Sumber Daya Manusia dalam pelaksanaan Aksi Perubahan.  

Berdasarkan konsultasi dan diskusi dengan mentor maka mentor 

menyaranan untuk segera membentuk tim efektif dan memanfaatkan 

sumber daya yang ada di TU Pustekinfo dan Pranata Komputer yang 

dapat membantu berjalannya Aksi perubahan selain itu mentor juga 

memberikan arahan agar mengefisienkan kegiatan dengan melakukan 

diskusi baik formal maupun informal, mengingat tingginya kesibukan tiap 

bagian menjelang akhir tahun. Diskusi tersebut menghasilkan peta SDM  

yang nantinya akan membantu pelaksanaan kegiatan Aksi Perubahan, 

hasil dari pertemuan menentukan anggota tim yang nanti akan menjadi 

Tim Efektif seperti pranata Komputer, Analis Hukum, Legal Drafter dan 

staff TU Pusat teknologi Informasi dan dalam diskusi tersebut mentor 

juga memberikan arahan agar di segerakan dalam penyusunan aksi 

perubahan mengingat permintaan akan pembangunan aplikasi semakin 

meningkat sehingga template yang di buat akan sangat di butuhkan oleh 

Pustekinfo maupun unit kerja lain yang akan membangun aplikasi.  

Gambar 1. Project Leader Berkonsultasi Dengan Mentor  Tanggal 23 september 
2021 
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Tahap II: Pengorganisasian  

Tahapan berikutnya adalah pengorganisasian.  

Pengorganisasian pada hakekatnya adalah proses untuk 

menyusun personalia sebagai anggota Tim Efektif/ kerja yang terlibat 

dalam aksi perubahan. Ada dua langkah yang dilakukan project leader 

dalam tahapan ini yaitu:  

1) Membentuk Tim Efektif; 

2) Membangun komitmen terhadap aksi perubahan. 

Rapat Pembentukan Tim Efektif dilaksanakan pada tanggal 24 

september  2021. Langkah ini dilakukan dalam rangka membentuk Tim 

Efektif yang akan bekerja sebagai pelaksana aksi perubahan. Kegiatan 

berlangsung di ruang Rapat Kepala  Pusat Teknologi Informasi.  Dalam 

rapat ini project leader mendiskusikan terkait adanya aksi perubahan 

dan meyakinkan akan pentingnya aksi perubahan dan manfaatnya bagi 

organisasi, dalam rapat tersebut  project leader  membangun Komitmen 

bersama dalam upaya pelaksanaan aksi perubahan agar berjalan 

dengan lancar sesuai dengan target waktu pelaksanaan. 

 

Gambar 2. Rapat pembentukan tim efektif  pada Tanggal 24 september 2021 
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Tahap III Koordinasi  

Tahapan koordinasi adalah kegiatan penjelasan tentang jadwal 

kegiatan dan rincian tugas masing-masing anggota Tim Efektif. Rapat 

koordinasi dilakukan beberapa kali baik rapat formal maupun koordinasi 

yang dilaksanakan secara individu, kegiatan koordinasi ini dilaksanakan 

dengan tim efektif yang berkontribusi terhadap substansi dari Aksi 

perubahan yang project leader akan kerjakan. Koordinasi pertama 

dilaksanakan pada tanggal, 24 september dengan pranata komputer. 

Dalam diskusi tersebut pranata komputer memberikan solusi 

terhadap penyusunan template dan pedomannya, selain itu diskusi 

berkembang terkait tugas yang diberikan oleh Kepala Pusat Teknologi 

informasi mengenai banyaknya aplikasi lama yang telah di bangun oleh 

Pustekinfo yang masih belum memiliki legalitas. Sehingga pranata 

komputer menyarankan untuk membuat draft SK Penetapan Aplikasi 

yang di susun dengan sistem clustering/di kelompokan berdasarkan 

proses bisnisnya. 

Gambar 3. Rapat koordinasi dengan pranatakomputer   Tanggal 24 
september 2021 
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Berdasarkan hasil koordinasi dan diskusi dengan Pranata 

komputer, project leaderpun kemudian berkoordinasi dengan Biro hukum 

dalam hal ini koordinasi dilakukan dengan Bagian Pertimbangan dan 

Advokasi Hukum (PDIH), dalam diskusi dengan kepala Sub Bagian 

Pertimbangan dan Advokasi Hukum ibu erni Husniyati,SH.MH, Project 

leader meminta masukan dan menejelaskankan terkait Aksi Perubahan 

yang akan di kerjakan terkait adanya tugas yang di berikan atasan 

Project leader untuk melegalisasikan aplikasi-aplikasi yang sudah di 

bangun oleh Pustekinfo dan untuk itu project leader perlu membuat tool 

yang dapat memudahkan dalam penyusunan draft penetapan aplikasi 

dengan membuat  template draft SK Penetapan Aplikasi. Ibu erni sangat 

mendukung dengan aksi perubahan dan akan membantu kelancaran 

aksi perubahan yang akan dikerjakan oleh project leader. Dalam diskusi 

tersebut project leaderpun mendiskusikan terkait rencana penyusunan 

dengan sistem clustering sebagimana telah didiskusikan sebelumnya 

dengan pranata Komputer, namun demikian ibu erni menyarankan 

dalam penyusunan draft SK Penetapan Aplikasi lebih baik di susun tidak 

dengan sistem clustering, tetapi sebaiknya setiap aplikasi memiliki satu 

penetapan sendiri. 

Gambar 4.berkoordinasi dan diskusi dengan PDIH 27 september 2021 
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Setelah berkoordinasi dengan bagian PDIH, project leaderpun 

melakukan diskusi dengan Legal Drafter terkait adanya aksi perubahan yang 

akan dilaksanakan oleh Project leader, dalam hal ini legal drafter mendukung 

dan siap membantu penyusunan draft template SK Penetapan Aplikasi dan 

dalam diskusi tersebut berkembang diskusi terkait penyusunan draf SK 

Penetapan aplikasi, dalam diskusi tersebut tercapai kesepahaman dimana 

penyusunan template SK Penetapan aplikasi dibarengi dengan penyusunan 

SK penetapan aplikasinya yang dapat di jadikan contoh dalam penyusunan 

pedoman template SK Penetapan Aplikasi tersebut. Kemudian dalam diskusi 

tersebut project leader menyampaikan terkait banyaknya aplikasi yang harus 

di tetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI, dan dalam 

pelaksanaan aksi perubahan ini project leader dan  legal drafter mencoba 

mengidentifikasi aplikasi mana yang akan di legalisasikan terlebih dahulu, 

kemudian berdasarkan beberapa pertimbangan disepakati untuk menyusun 

draft SK Penetapan terhadap Aplikasi website DPR RI, Email, Portal Pegawai, 

E-Sign Cloud, dan SNIPER. Dalam kesempatan ini project leader memberikan 

tenggat waktu penyelesaian penyusunan Draft template dan draft SK 

Penetapan Aplikasi dan menekankan akan komitmen terhadap ketepatan 

waktu yang harus di kejar mengingat terbatasnya waktu pelaksanaan aksi 

perubahan. 
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Gambar 5.berkoordinasi dan diskusi dengan Legal Drafter 29 september 2021 

 

 

Tahap IV: Pelaksanaan  

Tahapan pelaksanaan aksi perubahan  dilaksanakan baik secara  

formal maupun informal,  pelaksanaan secara formal dilaksanakan 

dengan adanya rapat koordinasi dalam suatu ruang rapat dengan tetap 

melaksanakan prokes yaitu dengan berjarak dan forum informal berupa 

komunikasi dan koordinasi secara langsung atau online. Hal tersebut 

dilakukan untuk efisiensi waktu, karena bersamaan dengan padatnya 

agenda pekerjaan rutin  tiap anggota tim efektif, selain itu  juga untuk 

efektivitas pencapaian target di jangka pendek terhadap  implementasi 

aksi perubahan. Flekibilitas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Aksi 

Perubahan ini di lakukan mengingat setiap tim efektif memiliki kesibukan 

yang tidak dapat di hindari sehingga koordinasi dilaksanakan baik secara 
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langsung maupun tidak langsung baik dengan diskusi melalui whatsapp 

maupun melalui sarana telekomunikasi lainnya. 

Pada tahapan Pembuatan template dan pedomannya dilakukan  

dengan melaksanakan rapat koordinasi dengan bagian PDIH koordinasi 

tersebut merupakan rapat lanjutan yang sebelumnya telah dilaksanakan 

di bulan september akhir, dalam diskusi ini menghasilkan draft awal  

template SK Penetapan aplikasi, dimana draft awal tersebut masih 

mendapatkan beberapa masukan, baik secara materi muatannya 

maupun terkait teknis penulisannya. Pada tahapan ini untuk membuat 

Pedoman project leader harus berkoordinasi dengan legal drafter terkait 

Draft SK Penetapan Aplikasi yang nantinya menjadi contoh dalam dalam 

pedoman SK Penetapan Aplikasi, dan Pranata komputer terkait 

beberapa istilah yang membutuhkan konfirmasi dari pranata komputer 

dan bantuan pembuatan panduan untuk  SK Penetapan Aplikasi 

SNIPER, PORTAL,Website DPR,E-Sign Cloud, dan email DPR RI. 

 

Gambar 6. Rapat koordinasi dengan tim efektif dari bagian hukum 
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Selanjutnya tanggal 16 oktober 2021 draft awal SK Penetapan 

aplikasi SNIPER, PORTAL,Website DPR,E-Sign Cloud, dan email DPR 

RI telah berhasil tersusun, sehingga pembahasan draft template dan 

draft SK Penetapan Aplikasi di lakukan secara beriringan, agar sinkron 

antara Draft SK Penetapan Aplikasi dengan draft Template SK 

Penetapan Aplikasi.  

 

Gambar 7.berkoordinasi dan diskusi dengan Legal drafter, Pranata komputer dan Kasubag 
PDIH. 

  
 

 

Setelah beberapakali melakukan diskusi dan koordinasi dengan 

Pranata komputer, legal drafter dan  bagian PDIH, melalui berbagai 

media komunikasi terkait  draft template, pedoman dan draft SK 

penetapan aplikasi telah mengalami berbagai perubahan dan perbaikan, 

akhirnya pada tanggal 1 November 2021 template, pedoman, dan SK 

Penetapan Aplikasi SNIPER, PORTAL,Website DPR,E-Sign Cloud, dan 
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email DPR RI, selesai dan final, template dan Pedoman SK Penetapan 

Aplikasi telah dapat di gunakan...\SK PENETAPAN APLIKASI  

Untuk penetapan Aplikasi perlu adanya paraf baik dari kepala 

pusat teknologi informasi, Biro Hukum dan Pengaduan Masyarakat dan 

selanjutnya baru dapat di tandatangani oleh Sekretaris Jenderal DPR RI. 

Pada pembubuhan paraf oleh Kepala Pusat Teknologi informasi, 

beliau mengapresiasi dan menyarankan agar Template Draft SK 

Penetapan secepatnya di masukan ke dalam Aplikasi Portal Pegawai 

agar dapat di manfaatkan oleh unit kerja yang sedang mengajukan 

pembangunan aplikasi di Pustekinfo, lebih jauh lagi untuk internal 

ketatausahaan agar terus melanjutkan penyusunan SK Penetapan 

Aplikasi yang lama agar administrasi kelengkapan Aplikasi yang sudah 

di bangun oleh Pustekinfo dapat segera terselesaikan. 

Gambar 8. Pembubuhan Paraf SK Penetapan Aplikasi SNIPER, PORTAL,Website DPR,E-
Sign Cloud, dan email DPR RI 

 

../SK%20PENETAPAN%20APLIKASI
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Tahapan selanjutnya project leader melaksanakan sosialisasi 

terhadap template dan pedoman draft SK Penetapan Aplikasi kepada 

staff di Pusat Teknologi Informasi, dalam sosialisasi ini project leader 

menerangkan tahap demi tahap penyusunan suatu  SK penetapan 

Aplikasi dengan menggunakan template, dari sosialisasi ini staff 

Pustekinfo mengapresiasi dan mengakui kemudahan dalam membuat 

SK Penetapan aplikasi dengan tool template yang ada. 

Gambar 9. Rapat sosialisasi template SK Penetapan Aplikasi kepada staff Pustekinfo. 

          

 

Langkah selanjutnya draft template penetapan aplikasi di 

integrasikan ke dalam Aplikasi Portal Pegawai sekretariat jenderal DPR 

RI, agar dapat di akses dan di gunakan oleh setiap unit kerja yang ada di 

sekretariat jenderal DPR RI yang membangun Aplikasi di Pustekinfo. 
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 Gambar 10. Template SK Penetapan Aplikasi di Aplikasi Portal Pegawai 

           

Gambar 11. Gambaran Sebelum dan sesudah ada template SK Penetapan aplikasi  
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Sehingga template draft SK penetapan aplikasi yang sebelumnya 

belum ada saat ini, telah tersedia dan dapat dimanfaatkan untuk 

memudahkan dan mempercepat penyusunan draft SK Penetapan 

Aplikasi dan harapan kedepan bahwa setiap aplikasi akan  dapat 

terlegalisasi 

Tahap V: Evaluasi  

Aksi Perubahan Kegiatan yang telah dilaksanakan tentunya 

terdapat kelebihan dan kekurangan, maka perlu adanya evaluasi 

seberapa baik aksi yang telah dilaksanakan. Jika terdapat kekurangan 

tentu pada bagian tersebut akan diperkuat dan ditingkatkan. Maka 

evaluasi menjadi penting untuk dilaksanakan.  

Berdasarkan hasil masukan dari pengguna template draft SK 

Penetapan Aplikasi di integrasikan ke dalam aplikasi Portal,  terdapat 

kendala adanya kesulitan untuk mendownload template SK yang ada di 

Portal, selanjutnya project leader berkoordinasi dengan pranata 

komputer untuk menganalisa permasalahan tersebut, berdasarkan hasil 

analisa  pranata komputer bahwa kendala terjadi karena adanya kendala 

teknis dalam memasukan SK Penetapan Aplikasi ke dalam Portal 

Pegawai, dan saat ini template telah berjalan normal kembali dan dapat 

di manfaatkan unit kerja yang membutuhkan tool dalam penyusunan 

draft SK penetapan aplikasi.  

Rangkaian kegiatan yang telah dilakukan wajib dilaporkan kepada 

mentor dan atasan mentor termasuk segala kekurangan dan 

kelebihannya. Dengan adanya laporan ini dapat dijadikan dasar dalam 

pengambilan kebijakan yang akan datang. Dari setiap rangkaian 

kegiatan Aksi Leader mengontrol secara cermat kepada Tim Efektif dan 

mengikuti serta memantau perkembangannya apakah tim tersebut 

sudah bekerja sesuai dengan peran dan tugasnya masing-masing. 

Setiap kegiatan dikendalikan dan dikontrol dengan baik disertai bukti-

bukti dari hasil sebuah kegiatan secara valid dan harus dapat 

didokumentasikan secara cermat dan rapih sebagai fungsi 
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menggerakkan (actuating) sebagaimana dalam unsur manajemen, 

sebagai seorang pimpinan aksi. Dalam melaksanakan tahapan demi 

tahapan aksi leader sebagai pimpinan melaksanakan prinsip-prinsip 

kepemimpinan. Dengan demikian realitas kerja yang disajikan dalam 

bentuk bukti-bukti yang valid adalah bentuk integritas dan akuntabilitas 

seorang pemimpin. Integritas bermakna melaksanakan kegiatan yang 

disertai bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan sedangkan 

akuntabilitas bermakna segala apa yang dilakukan dapat 

dipertanggungjawabkan didukung kemampuan melaksanakan 

kepemimpinan dan mekanisme kerja. Sebagai bukti kepemimpinan aksi 

perubahan berdampak pada terbangunnya integritas dan akuntabilitas. 

Dengan memperhatikan capaian setelah pemanfaatan template 

sebagaimana tersebut di atas maka keberlanjutan terhadap penggunaan 

dari template ini akan terus dilakukan pada tahapan jangka menengah 

ataupun jangka panjang dengan mengintegrasikan ke dalam Portal 

Pegawai yang berada pada menu Dokumen dan di masukan ke dalam 

menu Template sehingga setiap ASN di sekretariat jenderal DPR RI 

dapat mengakses template yang telah terintegrasi ke dalam portal 

tersebut sehingga template penyusunan SK penetapan aplikasi dapat 

digunakan oleh  unit kerja lain yang lebih luas.  

Setelah target jangka pendek berhasil direalisasikan  dan target 

jangka menengah telah berhasil pula di lampaui dengan menggugah 

Template ke dalam aplikasi Portal Pegawai dan telah di tandatanganinya 

5 SK Penetapan Aplikasi SNIPER, PORTAL,Website DPR,E-Sign Cloud, 

dan email DPR RI, dan beberapa draft SK Penetapan lainnya, selain itu 

template SK Penetapan telah  digunakan oleh unit Pengusul 

pembangunan Aplikasi yang menghasilkan SK Penetapan Aplikasi 

lainnya, seperti Aplikasi Legalitas, SISUSAN, SI EKA, ON TIME, dan 

beberapa Aplikasi lainnya, selanjutnya target jangka Panjang akan terus 

di lanjutkan oleh project leader untuk penyelesaian penyusunan SK 

Penetapan terhadap 134 Aplikasi lainnya, dan terhadap unit pengusul 
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tetap akan dapat menggunakan template SK Penetapan Aplikasi secara 

berkesinambungan. 

 

B. Manfaat Aksi Perubahan (peserta, unit kerja,  stakeholder) 

 

Manfaat yang diperoleh dari aksi perubahan ini adalah adanya 

tools atau alat yang dapat di jadikan panduan dalam penyusunan draft 

SK Penetapan aplikasi di lingkungan sekretariat jenderal DPR RI, 

sehingga pegawai menjadi lebih mudah dan efisien  dalam melakukan 

penyusunan draft SK Penetapan aplikasi dan mempercepat proses 

pembahasan/pengkoreksian draft SK penetapan aplikasi di bagian PDIH. 

Secara garis besar  manfaat yang di dapat dari adanya template SK 

Penetapan Aplikasi ini diantaranya:  

a. Bagi peserta  

- Memudahkan project leader dalam menyelesaikan 

permasalahan yang ada di pustekinfo, yaitu banyaknya aplikasi 

yang belum memliki legalisasi penetapan dengan SK sekretaris 

Jenderal DPR RI; 

- Dengan adanya template dapat meningkatkan kinerja TU 

Pustekinfo dalam menciptakan tertib administrasi setiap Aplikasi 

mulai dari permohonan pembangunan aplikasi sampai dengan 

legalisasinya dengan SK Penetapan aplikasi. 

b. Bagi Organisasi 

- Meningkatkan capaian kinerja organisasi dengan memperbaiki 

capaian kinerja reformasi birokrasi dan tusi satuan kerja di 

lingkungan Pustekinfo dalam bentuk kelengkapan administrasi 

Aplikasi mulai dari naskah usulan Permohonan pengajuan 

Aplikasi sampai dengan Keputusan Penetapannya...\Testimoni 

pengguna aplikasi dan dukungan\testimoni staff yang menyusun sk 

penetapan aplikasi di pustekinfo.mp4 

c. stakeholders 

../Testimoni%20pengguna%20aplikasi%20dan%20dukungan/testimoni%20staff%20yang%20menyusun%20sk%20penetapan%20aplikasi%20di%20pustekinfo.mp4
../Testimoni%20pengguna%20aplikasi%20dan%20dukungan/testimoni%20staff%20yang%20menyusun%20sk%20penetapan%20aplikasi%20di%20pustekinfo.mp4
../Testimoni%20pengguna%20aplikasi%20dan%20dukungan/testimoni%20staff%20yang%20menyusun%20sk%20penetapan%20aplikasi%20di%20pustekinfo.mp4


 

24 | P a g e  
 

Memudahkan pengguna template dalam menyusun draft SK 

penetapan  Aplikasi yang mereka bangun...\Testimoni pengguna 

aplikasi dan dukungan\testimoni stakeholder pengguna template.mp4 

Dengan adanya template SK Penetapan Aplikasi di harapkan 

setiap aplikasi memiliki legalisasi dan kepastian hukum. Dengan 

demikian penataan administrasi penetapan aplikasi pada Tata Usaha 

Pustekinfo berperan dalam peningkatan kinerja karena telah melakukan 

penataan administrasi penetapan aplikasi sehingga melengkapi 

databased aplikasi-aplikasi yang di bangun mulai dari pengajuan 

pembangunan aplikasi sampai dengan SK penetapan setiap aplikasi 

yang dimiliki. Hal tersebut  merupakan  salah satu indikator bahwa suatu 

organisasi memiliki  data dan dokumen yang baik dan komprehensif. 

Kondisi seperti ini dapat menciptakan opini dan image positif tehadap 

suatu organisasi. Aksi perubahan ini hanya merupakan sebuah pemicu 

untuk melakukan inovasi yang mampu membawa kemanfaatan yang 

lebih luas yang bersifat jangka panjang. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

../Testimoni%20pengguna%20aplikasi%20dan%20dukungan/testimoni%20stakeholder%20pengguna%20template.mp4
../Testimoni%20pengguna%20aplikasi%20dan%20dukungan/testimoni%20stakeholder%20pengguna%20template.mp4
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BAB III 

KEBERLANJUTAN AKSI PERUBAHAN 

 

Dukungan Aksi Perubahan 

 

Pelaksanaan aksi perubahan implementasi jangka pendek dan 

jangka menengah diharapkan memiliki dampak yang baik terhadap 

sistem pendataan dan dokumen yang memiliki daya dukung terhadap 

penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Aksi perubahan 

sangat berkontribusi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi dengan  

penguatan data yang di dukung dengan administrasi yang lengkap dan 

komprehensif.  

Pusat Teknologi Informasi sebagai stakeholder promoters 

merupakan unit organisasi terdampak atas implementasi aksi perubahan 

Optimalisasi penyusunan draft SK Penetapan Aplikasi dengan template, 

Manfaat yang di rasakan yaitu dapat meningkatkan kinerja Pustekinfo 

dengan data yang komprehensif terhadap administrasi Aplikasi-aplikasi 

yang di bangun Pustekinfo mulai dari pengajuan sampai dengan 

legalisasinya dengan SK Penetapan yang di kerjakan oleh sub TU Pusat 

Teknologi Informasi dan secara langsung juga menjadi terobosan dalam 

metode penyusunan yang lebih mudah, efisien dan cepat.  

Sekretaris Jenderal DPR RI yang juga menjadi salah satu  

stakeholder kuadran promoters memberikan dukungan atas adanya 

Template SK Penetapan Aplikasi. Dukungan diberikan karena menurut 

beliau bahwa seyogyanya setiap aplikasi harus memiliki legalitas karena 

di bangun dengan keterampilan dan pengetahuan khusus yang tidak 

semua orang mampu membuatanya. Dukungan lain dberikan  Plt.Biro 

Hukum yang sangat mendukung adanya aksi perubahan project leader 

karena dapat bersinergi dan dapat melengkapi template yang lainnya 

selain inovasi project leader sangat bermanfaat untuk  Pustekinfo, dan 

besar harapan bahwa nantinya data-data aplikasi yang dimiliki 
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Pustekinfo di SIINDA dapat terintegrasi dengan biro hukum khususnya 

bagian PDIH, sehingga antara data aplikasi yang telah memiliki legalitas 

yang ada di Pustekinfo dapat terintegrasi dengan data based yang ada 

di bagian PDIH. 

Maka dari itu aksi perubahan dapat dijadikan pemicu untuk 

mengembangkan inovasi-inovasi lainnya untuk terus dilanjutkan sesuai 

dengan tuntutan kebutuhan. Keberlanjutan ini tentu akan merangsang 

kreativitas yang dapat melahirkan inovasi baru yang pada akhirnya akan 

membentuk budaya kerja yang baik dan produktif. Hasil dari aksi 

perubahan ini diharapkan terus memperoleh dukungan dari mentor, dan 

stakeholders. Dengan adanya dukungan yang kuat maka akan 

mempermudah langkah pengembangan selanjutnya yang akan memiliki 

cakupan manfaat yang lebih luas. Dan dengan adanya dukungan yang 

kuat itu pula penilaian individu, sasaran kinerja pegawai (SKP) dapat 

pula ditetapkan secara permanen. Dengan dimasukkan ke dalam SKP 

project leader ini merupakan bentuk dukungan yang berkelanjutan dan 

memiliki kepentingan yang kuat dalam pemanfaatan template 

penyusunan draft SK Penetapan aplikasi.  

 

Adapun mengenai target Jangka Menengah dan Jangka panjang 

disajikan dalam   tabel di bawah ini: 
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Time schedule keberlanjutan aksi perubahan  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Dengan adanya template  Draft SK Penetapan aplikasi dapat 

meningkatkan tata kelola administrasi dan optimalisasi fasilitasi 

kegiatan dalam memperbaiki capaian kinerja reformasi birokrasi dan 

tusi satuan kerja di lingkungan Pustekinfo dalam bentuk kelengkapan 

administrasi Aplikasi mulai dari naskah usulan Permohonan pengajuan 

Aplikasi sampai dengan Keputusan Penetapannya, disamping itu 

stakeholders yang lain dapat dengan mudah menggunakan template 

SK Penetapan aplikasi yang dapat di unduh melalui laman 

https://portal.dpr.go.id/login, yang dapat di lakukan dimana saja dan 

kapan saja.  

Dengan  template penyusunan Draft SK Penetapan aplikasi ini, 

dapat memudahkan dan mengefisienkan waktu pengerjaan 

penyusunan draft SK Penetapan Aplikasi sehingga  pada akhirnya 

dapat meningkatkan kinerja organisasi  sebagai salah satu bentuk daya 

dukung yang komprehensif dan penyajian data yang lengkap dan 

akurat, dalam penilaian Reformasi birokrasi;  

 

B. Rekomendasi 

Terkait dengan kesimpulan sebagaimana telah di jabarkan di 

atas terdapat beberapa hal yang dapat di rekomendasikan diantaranya 

sebagai berikut: 

1. Inovasi yang di susun oleh Project leader dapat dimanfaatkan 

secara berkesinambungan oleh stakeholder internal maupun 

stakeholders eksternal. 

https://portal.dpr.go.id/login
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2. Inovasi  ini merupakan kegiatan yang bersifat jangka panjang yang 

memerlukan komitmen bersama dan kerja sama yang baik dari 

seluruh stakeholders Pustekinfo; 

3. Besar harapan bahwa Template SK penyusunan aplikasi dapat di 

jadikan tool yang dapat di gunakan oleh stakholder diluar 

Sekretariat jenderal DPR RI. 
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DAFTAR PUSTAKA 

 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik. 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem 

dan Transaksi Elektronik.  

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan 

Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia Tahun 2020 – 2024. 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan 

Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Naskah Dinas Elektronik Sekretariat 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
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Lampiran 1 Surat Tugas Tim Efektif 
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Lampiran 2 Surat Undangan Rapat tim efektif 
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Lampiran 3 Surat Pernyataan Dukungan 
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Lampiran 4 Kartu Kendali kegiatan Tim Efektif 

KARTU KENDALI KEGIATAN TIM EFEKTIF 

PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS TAHUN 2021 

 

Nama : Aan Andrianih.SH.MH  

Instansi : Sekretariat Jenderal DPR RI 

NIP. : 197709012002122002 

 

No. Tanggal 
Pembimbingan 

Isu Permasalahan yang 
Dibahas 

Media 
Komunikasi 

Hasil 

1. 24 
september 
2021 
Pukul  9.30 

 
Rapat pembentukan tim 
efektif 

Tatap muka - Brainstorming dan 
penjelasan tentang 
adanya aksi 
perubahan yang 
akan dilaksanakan 
oleh projectleader 

- Mendiskusikan 
mengenai perlunya 
komitmen terhadap 
target yang peru di 
capai dalam 
pelaksanaan Aksi 
Perubahan 

- Pembagian tugas 
secara proporsional 
kepada tim efektif 

- Aksi perubahan 
diharapkan dapat 
meningkatkan 
kinerja Pustekinfo 
dan penataan 
administrasi 
terhadap Aplikasi 
yang selama ini ada 
di Pustekinfo. 
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2 24 
september 
2021 
Dengan Pranata 
Komputer 
Pukul 11. 

a. Membahas terkait data 
Aplikasi; 

b. Referensi dasar 
pembentukan; 

c. Sistem yang akan di 
gunakan dalam 
penyusunan Draft 

Tatap muka 1. Adanya daftar 
aplikasi 

2. Adanya notulensi 
3. Adanya sistem yang 

akan di buat dalam 
penyusunan draft 
SK 

4. Daftar hadir 
5. Notulensi 
6. Surat 

3 27 September 
2021 
Diskusi dengan 
PDIH 
 
 

a. Koordinasi terkait adanya 
aksi perubahan  

b. Diskusi terkait 
penyusunan template dan 
Pedomannya untuk 
penyusunan draft SK 
Penetapan Aplikasi 

c. Kesepakatan dukungan 
terhadap kegiatan aksi 
perubahan yang dapat 
memudahkan dalam 
proses penyusunan draft 
SK Penetapan Aplikasi; 

d. Dalam hal ini PDIH sangat 
mendukung apa yang 
dikerjakan oleh project 
leader dan akan 
membantu dalam 
penyusunan draft template 
dan proses pembahasan 
draft SK Penetapan 
Aplikasi. 

Tatap Muka  1. Adanya sistem 
penyusunan yang 
efektif 

2. Adanya pembagian 
tugas untuk 
mempercepat target 
penyelesaian Aksi 
Perbahan 

5 29 september 
2021 
Diskusi Dengan 
Legal Drafter 
 
 

a. Diskusi terkait Draft 
Template dan Draft 
Pedoman SK Penetapan 
Aplikasi 

b. Berkoordinasi terkait 
penyusunan draft SK 
Aplikasi yang 
membutuhkan bantuan 
Legal drafter  

c.  Adanya dukungan dalam 
pelaksanaan penyusunan 
draft SK Penetapan 

Tatap muka Adanya kesepakan 
tentang Aplikasi 
yang akan di buat 
kan SK Penetapan 
 
Target penyusunan 

Draft  
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aplikasi yang ada di 
pustekinfo; 

d. Melakukan inventarisasi 
peraturan terkait 
penyusunan draft SK 
penetapan Aplikasi 

e. Mendiskusikan terkait 
prioritas Aplikasi yang 
akan di tetapkan dengan 
SK Penetapan aplikasi 
dengan memperhatikan ke 
butuhan organisasi dengan 
kategori aplikasi internal 
dan ekternal dimana untuk 
internal akan disusun draft 
SK terkait Portal karena 
kepentingan terkait 
kebutuhan kepegawaian 
secara keseluruhan dan 
untuk eksternal akan di 
susun draft SK terkait 
aplikasi web DPR RI, 
dimana aplikasi tersebut 
sangat penting untuk 
image dari DPR RI secara 
umum dan aplikasi 
tersebut banyak di 
gunakan untuk sarana 
komunikasi dengan 
masyarakat umum. 

f. Diskusi terkait 
penyusunan Draft SK 
Penetapan Aplikasi di 
kaitkan dengan adanya 
template 

6. 18 Oktober 2021 - Diskusi terkait Draft 
Template dan Draft 
Pedoman SK Penetapan 
Aplikasi 

- Diskusi terkait Draft SK 
Penetapan Aplikasi yang 
di susun oleh tim Efektif. 

whatsapp  - Adanya draft 
template SK 
Penetapan 

- Adanya draft 
Pedoman SK 
penetapan 

- Adanya Draft 
Penetapan Aplikasi 

7.  19 Oktober 2021 
 
 

- Diskusi terkait Draft 
Template dan Draft 
Pedoman SK Penetapan 
Aplikasi 

Tatap Muka - Adanya Notulensi 
Rapat 

- Adanya draft 
template SK 
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- Diskusi lanjutan terkait 
Draft SK Penetapan 
Aplikasi; 

- Diskusi  terkait 5 draft 
penetapan aplikasi; 

- Memperbaiki draft SK 
penetapan yang di 
susaikan dengan Persekjen 
tentang tata naskah dinas 
(TND) 
 

Penetapan 
- Adanya draft 

Pedoman SK 
penetapan 

- Draft SK Penetapan 
aplikasi 

- Draft SK Penetapan 
5 Aplikasi 

8. 25 oktober 2021 
 

Lanjutan pembahasan 
draft Template  dan Draft 
SK penetapan Aplikasi 

Tatap muka - Adanya Notulensi 
Rapat 

- Adanya draft 
template SK 
Penetapan 

- Adanya draft 
Pedoman SK 
penetapan 

- Draft SK Penetapan 
aplikasi 

- Draft SK Penetapan 
5 Aplikasi 

9. 8 November 
2021 
 

Sosialisasi draft Template 
dan Draft SK penetapan 
Aplikasi 

Tatap muka - Adanya Notulensi 
Rapat 

- Adanya draft 
template SK 
Penetapan 

- Adanya draft 
Pedoman SK 
penetapan 

- Draft SK Penetapan 
5 Aplikasi 
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Lampiran 5 foto kegiatan arahan dari Sekretariat Jenderal DPR RI 
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Lampiran 6 foto kegiatan diskusi dengan Plt Biro Hukum 
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Lampiran 7  foto kegiatan mentoring,Berkoordinasi dengan PDIH  dan tim efektif 
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Lampiran 8 Coacing dengan kel 4 dan coach 
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Lampiran 9 template SK Penetapan Aplikasi 

KEPUTUSAN 

SEKRETARIS JENDERAL  

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR …../SEKJEN/2021 

TENTANG 

PENETAPAN (SISTEM INFORMASI /APLIKASI) ... 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  

 

SEKRETARIS JENDERAL  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  

REPUBLIK INDONESIA, 

 

Menimbang :   a. bahwa untuk penyelenggaraan sistem informasi Sekretariat 
Jenderal yang tertib dan sesuai dengan Rencana Induk Teknologi 
Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024 yang telah 
ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020, 
perlu mengembangkan (Sistem Informasi /Aplikasi)  .....; 

 b bahwa (Sistem Informasi /Aplikasi)  … sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dibangun untuk … (diisi maksud dan tujuan yg 
ingin dicapai dengan adanya sistem informasi ini); 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan (Sistem Informasi /Aplikasi)  
…  dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia;  

   
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952) 

 2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

 3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat 
Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39); 

 4. 
 
 

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Induk 
Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat Jenderal Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020 - 2024; 



 

66 | P a g e  
 

 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 

 6. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Lingkungan 
Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia; 

  (diktum Mengingat dapat ditambahkan sesuai kebutuhan dasar 
hukum aplikasi ) 

 

                                  MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN (SISTEM 
INFORMASI /APLIKASI).   
 

PERTAMA : Menetapkan (Sistem Informasi /Aplikasi) ..  
 

KEDUA : (Sistem Informasi /Aplikasi)  ....... dapat di akses melalui laman ... 
(diisikan dengan laman Sistem Informasi (/Aplikasi)). 
 

KETIGA : Penyelenggaraan  (Sistem Informasi /Aplikasi) ....   sebagaimana 
dimaksud dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini  meliputi … (dapat 
diisi uraian terkait dengan pola penyelenggaraan sistem informasi 
yang akan ditetapkan (maksud dan tujuan dibuatnya aplikasi, alur 
kerja aplikasi, struktur penyelenggara sistem informasi, alur 
koordinasi, hak akses, dll))  dilaksanakan sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran  yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari  
Keputusan ini. (jika ada) 
 

KEEMPAT : (Sistem Informasi /Aplikasi) ....  sebagaimana dimaksud dalam Diktum 
PERTAMA Keputusan ini dikelola dan dilaksanakan oleh ... (dapat di 
isi dengan unit kerja yang membangun aplikasi/menggunakan aplikasi) 
di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 
 

KELIMA : Panduan/Langkah/pengelolaan (disesuaikan dengan kebutuhan) 
penggunaan (Sistem Informasi /Aplikasi)  .… sebagaimana dimaksud 
dalam Diktum PERTAMA Keputusan ini, tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari  Keputusan ini (jika 
ada). 

   
(Substansi materi muatan dapat di tambahkan menyesuaikan 
kebutuhan materi muatan yang ada di aplikasi) 
 

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan 
apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan 
diadakan perubahan sebagaimana mestinya. 
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SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Para Deputi, Kepala Badan Keahlian, dan Inspektur 
Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia; 

2. Kepala Pusat/Biro/Inspektur: Hukum dan Pengaduan 
Masyarakat, dan Teknologi Informasi Sekretariat 
Jenderal  Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 
(dapat di tambahkan Pusat/Biro/Inspektur) pengusul SK 
Penetapan Aplikasi) 

3. Kepala Bagian/Bidang: Pertimbangan dan Dokumentasi 
Informasi Hukum, Tata Kelola Teknologi Informasi, 
Sistem Informasi dan Infrastrukur Teknologi informasi, 
Arsip Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia; (dapat di tambahkan unit pengusul 
SK Penetapan Aplikasi) 

 
 
 
 

Ditetapkan di Jakarta, 

Pada tanggal               2021 
SEKRETARIS JENDERAL, 

 
 
 
 

INDRA ISKANDAR 
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LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR :                /SEKJEN/2021 
 TANGGAL :  
 

PELAKSANAAN (SISTEM INFORMASI/APLIKASI).... 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEKRETARIS JENDERAL, 

 
 
 
 

INDRA ISKANDAR 
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LAMPIRAN II KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

 NOMOR :                /SEKJEN/2021 
 TANGGAL :  
 

PANDUAN/LANGKAH/PENGELOLAAN PENGGUNAAN (SISTEM INFORMASI/APLIKASI)... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SEKRETARIS JENDERAL, 
 
 
 
 

INDRA ISKANDAR 
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Lampiran 10 pedoman SK Penetapan Aplikasi 

PEDOMAN PEMBENTUKAN SURAT KEPUTUSAN 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

TENTANG PENETAPAN APLIKASI 

 

A. KETENTUAN UMUM SURAT KEPUTUSAN 

1. Jenis huruf surat keputusan menggunakan Arial ukuran 11 ( s e b e l a s )  poin. 

2. Margin kiri: 2.5 cm dari batas tepi kiri kertas surat.  

3. Pada ruang tepi atas bagian kop Naskah Dinas menggunakan 2 (dua) spasi di bawah kop; 

4. Ruang tepi bawah: paling sedikit 2 ,54 cm (dua koma lima empat sentimeter) dari tepi bawah 
kertas;  

5. Ruang tepi kiri: paling sedikit 2 ,54 cm (dua koma lima empat sentimeter) dari tepi kiri kertas; dan  

6. Ruang tepi kanan: paling sedikit 2 ,54 cm (dua koma lima empat sentimeter) dari tepi kanan 
kertas. 

7. Margin kanan: 2 cm dari batas tepi kanan kertas. 

8. Jarak Spasi antar paragraf disesuaikan dengan kebutuhan dengan memperhatikan 

margin bawah kertas.  

9. Bagian kepala ditulis di bagian bawah kop;  

10. Jarak antara kop dengan kepala naskah dinas yaitu 2 (dua) spasi;  

11. Jarak antara frasa dengan judul Keputusan yaitu 2 (dua) spasi;  

12. Jarak antara judul Keputusan dengan nama pejabat yang menetapkan Keputusan yaitu 2 

(dua) spasi;  

13.  Bagian kepala menggunakan huruf tebal;  

14.  Rancangan/konsep/draft surat keputusan dicetak kedalam kertas A4 tanpa kop. 

15. Surat keputusan yang telah diberikan tanda “net” dicetak kembali diatas kertas jenis 

Conqueror ukuran A4, dengan kop asli berlogo tanpa alamat. 

16. Satu set salinan asli surat keputusan yang telah dibubuhkan paraf dan 

ditandatangani oleh Pejabat yang mengeluarkan keputusan, wajib diserahkan 

kepada Bagian Hukum Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
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Indonesia. 

  

B. KERANGKA SURAT KEPUTUSAN 
 

I. KEPALA SURAT KEPUTUSAN 

 
Bagian kepala Keputusan terdiri dari: 

 

1. KOP NASKAH DINAS SURAT KEPUTUSAN 
 

Keputusan Sekretaris Jenderal menggunakan kop dengan logo instansi 

berwarna dan tulisan SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN 

RAKYAT REPUBLIK INDONESIA tanpa alamat yang diletakkan secara 

simetris di tengah margin. 

 

 

Contoh: 

 

  
 

2. JUDUL KEPUTUSAN 

2.1 Judul Keputusan memuat keterangan mengenai: 

 

2.1.1 Jenis Keputusan; 
 

1. Jenis keputusan merupakan naskah dinas Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang diterbitkan 

dalam rangka menetapkan suatu kebijakan tertentu. 
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NOMOR: ... /SEKJEN/2021 

2. Jenis Keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan 

diletakkan di tengah-tengah margin. 

Contoh: 

 

 

 
 

2.1.2 Nomor Keputusan; 
 

Nomor Keputusan ditulis dengan format sebagai berikut: 

Nomor: ….(1)/SEKJEN/…(2) 

 

Ket. 

(1) Nomor Keputusan sesuai dengan tata urutan 

penomoran/dokumentasi hukum pada Bagian Hukum, serta 

ditulis menggunakan angka arab. 

(2) Tahun SK diterbitkan. 

 
Contoh. 
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TENTANG 
 

PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERSURATAN 

ELEKTRONIK (SNIPER) SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 

TENTANG 
 

PENETAPAN APLIKASI PORTAL PEGAWAI SEKRETARIAT 

JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAR REPUBLIK 

INDONESIA 

2.1.3 Nama Keputusan. 
 

1. Nama Keputusan ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang 

diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca. 

2. Nama keputusan diawali dengan kata “TENTANG” yang ditulis 

diatas nama keputusan dan diletakkan ditengah margin tanpa 

diakhiri tanda baca. 

3. Frasa dalam nama keputusan yang mengandung bahasa asing 

atau perlu diterjemahkan ke dalam bahasa asing ditulis dengan 

dicetak miring (italic). 

Contoh 1. 
 

 
Contoh 2.  

 
 
 

II. PEMBUKAAN 
 

Pembukaan terdiri atas: 
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1. PEJABAT PEMBENTUK SURAT KEPUTUSAN 
 

1.1. Pejabat pembentuk Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia adalah Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia.  

1.2. Pejabat Pembuat Keputusan ditulis dengan huruf 

kapital dan diakhiri dengan tanda baca koma ( , ).
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PENETAPAN APLIKASI SISTEM INFORMASI PERSURATAN ELEKTRONIK (SNIPER) 

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA 

 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

PENETAPAN APLIKASI PORTAL PEGAWAI SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAR REPUBLIK INDONESIA 

 

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA, 

 

Contoh 1. 

 
 
         Contoh 2. 

 

 
2. KONSIDERANS/MENIMBANG: 

 

2.1. Konsiderans/Menimbang Memuat alasan/ tujuan/ kepentingan/ 

pertimbangan tentang perlunya Keputusan Sekretaris Jenderal. 

2.2. Jika konsiderans/menimbang memuat lebih dari satu pokok pikiran, tiap-

tiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian kalimat yang merupakan 

satu kesatuan pengertian. 

2.3. Tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam 

satu kalimat yang diawali dengan kata ”bahwa” dan diakhiri dengan tanda 

baca titik koma ( ; ). 
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Contoh : 
 

Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan sistem informasi Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang tertib dan sesuai 

dengan Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi Sekretariat 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Tahun 2020 - 

2024 yang telah ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 

perlu mengembangkan Aplikasi E-mail Pegawai Sekretariat Jenderal 

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; 

b. bahwa Aplikasi E-mail Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, di 

bangun sebagai  sarana mempermudah proses pelaksanaan tugas dan 

fungsi pegawai di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 

Rakyat Republik Indonesia serta memberikan pengamanan transaksi 

data di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia; 

 

 

3. MENGINGAT/DASAR HUKUM 
 

3.1 Mengingat/Dasar Hukum memuat ketentuan peraturan perundang- 

undangan sebagai dasar dikeluarkannya keputusan dan/atau peraturan 

yang mengatur tentang substansi/materi yang diatur dalam Surat 

Keputusan. 

3.2 Mengingat/Dasar Hukum dapat terdiri dari Peraturan perundang- 

undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, yang dituliskan berurutan dari Peraturan perundang-undangan 

yang paling tinggi sampai dengan yang paling rendah. 

3.2.1 Hierarki Peraturan perundang-undangan menurut Undang- Undang 

Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan antara lain: 
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1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2) Ketetapan Majelis Permusyawatan Rakyat; 

 
3) Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- 

Undang; 

4) Peraturan Pemerintah; 

 
5) Peraturan Presiden; 

 
6) Peraturan Daerah Provinsi; dan 

 
7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

 
3.2.2 Jenis Peraturan Lain (sepanjang diperintahkan oleh Peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi): 

Peraturan yang ditetapkan oleh: 

 
1) MPR; 

2) DPR; 

3) DPD; 

4) BPK; 

5) Bank Indonesia; 

6) Menteri; 

7) Badan/Lembaga/Komisi yang dibentuk dengan Undang- undang; 

8) Gubernur; 

9) Bupati/Walikota. 
 

3.2.3 Peraturan perundang-undangan Semu (pseudowetgeving) 

 
Merupakan peraturan kebijakan (beleid regelling) diluar 

peraturan perundang-undangan yang diatur dalam 

ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 

12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan yang dibuat dalam rangka 

kebijakan tata usaha negara. 
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Contoh. 
 

1) Peraturan Menteri/Lembaga/Badan/Komisi yang tidak 

diperintahkan oleh Peraturan perundang-undangan yang lebih 

tinggi; 

2) Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia. 

3.3 Dasar hukum undang-undang dan jenis peraturan perundang- undangan 

dibawah undang-undang tidak perlu mencantumkan pasal, tetapi cukup 

mencantumkan jenis dan nama peraturan perundang-undangan tanpa 

diikuti dengan frasa “Republik Indonesia”. 

3.4 Jika terdapat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang 

hierarkinya setingkat, maka dituliskan berurutan dari peraturan yang lebih 

lama sampai dengan peraturan yang paling baru. 

3.5 Jika jumlah peraturan perundang-undangan atau keputusan terdapat lebih 

dari satu, urutan pencantuman perlu memperhatikan tata urutan/hierarki 

peraturan perundang-undangan sesuai dengan Pasal 7 dan Pasal 8 

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan. 

3.6 Jika jumlah dasar hukum lebih dari satu, maka penulisannya diawali 

dengan angka arab 1,2,3 dan seterusnya, dan diakhir dengan tanda baca 

titik koma ( ; ). 

3.7 Dasar hukum/mengingat, ditulis lengkap dengan Nomor dan tahun 

Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara 

Republik Indonesia (apabila ada) dan/atau Berita Negara Republik 

Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (apabila ada). 

3.8 Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaga Negara 

Republik Indonesia (apabila ada) dan/atau Berita Negara Republik 

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 3.7, ditulis dengan diawali 

dan diakhiri tanda kurung ( ( ) ). 
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3.9 Dasar hukum/mengingat yang telah mengalami perubahan, ditulis dengan 

cara mencantumkan peraturan yang lama diikuti dengan peraturan yang 

lebih baru dengan dihubungan frasa “sebagaimana telah diubah dengan”. 

3.10 Dasar hukum undang-undang dan jenis peraturan perundang- undangan 

dibawah undang-undang yang telah mengalami perubahan lebih dari satu 

kali, ditulis dengan cara diawali peraturan yang lama diikuti dengan 

peraturan yang paling baru dengan dihubungan frasa ”sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan”. 

3.11 Dasar hukum yang berupa keputusan dapat dicantumkan sepanjang 

Keputusan dimaksud sederajat dengan keputusan yang akan dibuat serta 

berhubungan dengan substansi yang diatur. 

 

Contoh: 
 

Mengingat 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5952); 

2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem 

Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 

3. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2020 tentang Sekretariat 

Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 39); 

 

III. DIKTUM 
 

1. Diktum dimulai dengan kata: “MEMUTUSKAN :” ditulis dengan huruf kapital dan 
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diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ) serta diletakkan di tengah margin. 

2. Diktum dilanjutkan dengan menulis kata “Menetapkan” dicantumkan disebelah 

kiri bawah sesudah kata “MEMUTUSKAN” dan disejajarkan ke bawah dengan 

kata “Menimbang” dan “Mengingat”. 

3. Diktum “Menetapkan” ditulis dengan huruf awal kapital dan diakhiri 

dengan tanda baca titik dua ( : ). 
4. Nama yang tercantum dalam judul peraturan dicantumkan lagi setelah kata 

“Menetapkan :” dan didahului dengan pencantuman jenis keputusan, serta 

ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik ( . ). 

Contoh 1. 
 

Menimbang : a. bahwa…; 

b. dst; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ….; 

2. dst.(jika perlu); 

  MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan 

: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN  E-SIGN CLOUD 

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  REPUBLIK 

INDONESIA. 

 

Contoh 2. 
 

Menimbang : a. bahwa…; 

b. dst; 

Mengingat 

 

 

 

Menetapkan 

: 

 

 

 

: 

1. Undang-Undang Nomor ….; 

2. dst.; 

MEMUTUSKAN: 

 

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN 
PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG 
PENETAPAN APLIKASI E-MAIL PEGAWAI SEKRETARIAT 
JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK 
INDONESIA. 
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5. Substansi keputusan diuraikan dengan diawali bilangan bertingkat 

PERTAMA, KEDUA, KETIGA, dst., ditulis dengan huruf kapital dan 

diakhiri dengan tanda baca titik dua ( : ). 

6. Penulisan diktum sejajar (rata kiri) dibawah kata “Menetapkan” yang 

diurutkan berdasarkan urutan angka dan paragraf atau kalimat yang 

berisi substansi keputusan ditulis dengan diawali huruf kapital dan 

diakhiri dengan tanda baca titik koma ( ; ). 

7. Dalam diktum juga dicantumkan saat berlakunya Keputusan atau 

perubahan. 

Contoh : 
 

  MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : 
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN  E-SIGN CLOUD 

SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  REPUBLIK 

INDONESIA. 

PERTAMA : 
Menetapkan Aplikasi  E-Sign Cloud Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. 

 

KEDUA : 
Aplikasi E-Sign Cloud dapat di akses melalui laman URL: 

esign.dpr.go.id. 

KETIGA : 
Penyelenggaraan  E-SIGN Cloud Sekretariat Jenderal Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam 

Diktum PERTAMA Keputusan ini merupakan fitur untuk Tanda Tangan 

Digital pada dokumen PDF, Kirim-Terima dokumen serta Share 

dokumen yang diperuntukan bagi pejabat Eselon I dan II, yang  

meliputi : 

1. Persiapan, diantaranya; 
a. telah memiliki akun Aplikasi Manajemen Sertifikat 

(AMS);  
b. sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh Balai 

Sertifikasi Elektronik;  
c. gawai yang telah terhubung oleh jaringan internet; dan 
d. menyiapkan visualisasi Tanda Tangan Elektronik, jika 

ingin menggunakan visualisasi sesuai dengan keinginan 
dan kebutuhan. 

2. Login E-Sign Cloud; 
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3. Konfigurasi Visualisasi Tanda Tangan; dan 
4. Mengelola Dokumen PDF. 
 

KEEMPAT :  Dst...... 

 

IV. PENUTUP 

1. Bagian penutup terdiri dari: 

1) Salinan 

a. Menunjukkan pejabat yang berhak menerima salinannya; 

b. Kata “Salinan” ditulis dengan huruf kapital dengan di ikuti kata 

“Keputusan ini disampaikan kepada:”. 

c. Apabila pejabat yang berhak menerima salinannya lebih dari satu, ditulis 

berurutan kebawah sejajar dengan kata “Keputusan ini disampaikan 

kepada:” dan diberi nomor angka arab 1, 2, 3 dst. 

2) Tempat dan tanggal penetapan keputusan. 

3) Jabatan pejabat yang menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri 

dengan tanda baca koma (,). 

4) Tanda tangan pejabat yang menetapkan keputusan. 

5) Nama lengkap pejabat yang menandatangani keputusan ditulis seluruhnya 

dengan huruf kapital. 

2. Bagian penutup ditempatkan di sudut kanan bawah surat keputusan, ditulis rata 

kiri dari tepi kertas sebelah kiri.  

Contoh: 
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KELIMA : 
Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan 

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan 

diadakan perubahan sebagaimana mestinya. 

 

      

                SALINAN  Keputusan ini disampaikan kepada: 

1. Para Deputi, Kepala Badan Keahlian, dan Inspektur 
Utama Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan 
Rakyat Republik Indonesia; 

2. Kepala Pusat/Biro/Inspektur: Hukum dan 
Pengaduan Masyarakat, dan Teknologi Informasi 
Sekretariat Jenderal   Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia ; 

3. Kepala Bagian/Bidang: Pertimbangan dan 
Dokumentasi Informasi Hukum, Tata Kelola 
Teknologi Informasi, Sistem Informasi dan 
Infrastrukur Teknologi Informasi Sekretariat 
Jenderal   Dewan Perwakilan Rakyat Republik 
Indonesia . 

 

                                                  

Ditetapkan di Jakarta, 

Pada tanggal               2021 

 

SEKRETARIS JENDERAL, 

 

 

 

 

INDRA ISKANDAR 
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C. TIPS 

1. Lakukan pengecekan secara berkala terhadap perubahan, pencabutan, Nomor Lembaran 

Negara Republik Indonesia, Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

dan/atau Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 

dari peraturan perundang- undangan yang akan dimasukkan kedalam dasar hukum 

Menimbang melalui tautan antara lain: 

 http://sipuu.setkab.go.id/ 

 http://www.jdih.kemenkeu.go.id/#/ 

 http://www.dpr.go.id/jdih/uu 

 http://jdihn.bphn.go.id/list/peraturan 

 http://peraturan.go.id/ 

 
2. Lakukan Pengecekan sebelum menuliskan istilah-istilah dalam bahasa asing yang mungkin 

memiliki padananan kata dalam Bahasa Indonesia melalui tautan berikut: 

 https://kbbi.kemdikbud.go.id/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://sipuu.setkab.go.id/
http://www.jdih.kemenkeu.go.id/%23/
http://www.dpr.go.id/jdih/uu
http://jdihn.bphn.go.id/list/peraturan
http://peraturan.go.id/
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Lampiran 11  SK Penetapan Apliasi Emai 
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Lampiran 12  SK Penetapan e sign Cloud 
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Lampiran 13 SK Penetapan Aplikasi Portal 
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Lampiran 14 SK Penetapan Aplikasi SNIPER 
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Lampiran 15 SK Penetapan website 
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Lampiran 16 Data Aplikasi yang dimiliki PUSTEKINFO 
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Lampiran 17 Daftar aplikasi yang telah memiliki SK Penetapan 

APLIKASI YANG TELAH DITETAPKAN MELALUI 

SURAT KEPUTUSAN SEKJEN DPR RI 

No. Nama Aplikasi 
 

1.  Sistem Informasi Rekap Absensi Jam Kerja Individu (SI RAJIN) 

2.  Sistem Aplikasi Pengaduan Masyarakat (SIDUMAS) 

3.  Sistem Paket Informasi Terkini (SIPINTER) 

4.  Sistem Dukungan Pemberian Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat 
Republik Indonesia Dalam Sidang Judicial Review di Mahkamah 
Konstitusi Republik Indonesia (SITERANG) 

5.  Aplikasi E-Learning 

6.  Sistem Administrasi Surat Tugas (SIRATU) 

7.  Sistem Informasi Perencanaan (SINCAN) 

8.  Sistem Informasi Perpustakaan (SIPERPUS) 

9.  Sistem Informasi Pemantauan Peraturan Pelaksanaan UU (SIPANLAK 
UU) 

10.  Aplikasi Layanan Penyaluran Delegasi Masyarakat 

11.  Aplikasi E-Document Rapat dan Persidangan 

12.  Aplikasi Sistem Administrasi Tenaga Ahli dan Asisten Anggota 

13.  Sistem Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) 

14.  Aplikasi SMS Gateway 

15.  Aplikasi Cloud.dpr.go.id 

16.  e-Disiplin Pegawai Negeri Sipil 

17.  Sistem Informasi Legislasi (SILEG) 

18.  E-Reporting Kunjungan Kerja Perseorangan ke Daerah Pemilihan (E-
REPORTING KUNDAPIL) 

19.  Sistem Informasi Manajemen Risiko Instansi (SIMANIS) 

20.  Website DPR 

21.  Aplikasi PORTAL PEGAWAI 

22.  Aplikasi Email DPR 

23.  Aplikasi E-sign Cloud 

24.  Aplikasi SNIPER 

25.  Aplikasi LEGALITAS 

26.  Aplikasi ONTIME 

27.  Aplikasi SI-SUSAN 

28.  Aplikasi PERISAI 

29.  SI-TANANG (Sistem Informasi Tenaga Ahli dan Administrasi Anggota) 

30.  Website Pengaduan Masyarakat 
 

31.  Whistle Blowing System ( WBS ) 

32.  Rumah Aspirasi 

33.  SIAP 

34.  SEMAR 

35.  Standarisasi 

36.  ROPIM 
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Lampiran 18 Testimoni pengguna template SK Penetapan Aplikasi 

  

Vidio testimoni dari pengguna Tenplate 

  

testimoni yang dikirimkan melalui media Whatsapp 

 


